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BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 3 Tahun 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB P2 ) DALAM
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Waijib Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan { PBB P2 ) perlu disusun
Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan { PBB P2 ) Dalam Sismiop
Kabupaten Langkat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional
dan Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dalam Sismiop.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara: Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); .

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
ggg?r 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5932);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Iblul_<qta Kabupaten Daerah Tingkat I Langkat dari Wilayah Kodya Dati ||
Binjai ke Kota Stabat dan Wilayah Kabupaten Dati Il Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9)
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Peraturan Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kodya Dati Ii Binjai, Kabupaten Dati Il Langkat dan Kabupaten Dat I
Deli Serdang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1986
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 / PMK.07/2010 tentang Badan
atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);

Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor.4 Tahun 2012 tentang

Pajak Bumi dan bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 01),

Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
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Diundangkan di Stabat JABATAR IraRas
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MEMUTUSKAN :

:PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB P2 ) DALAM SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK
PAJAK (SISMIOP).

Pasal 1 .
Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan { PBB P2 ) dalam Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ), digunakan sebagai
acuan setiap aparatur pelayanan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) dalam SISMIOP.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.
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Lampiran Peraturan Bupatl Langkat
Nomor : 1% T&lhun 2013

Tanggal : U Tl 203

Sejalan dengan pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2 ) Kabupaten Langkat, serta upaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang
sebaik — baiknya kepada Waijib Pajak bersama ini disampaikan Standar Prosedur Pelaksanaan
Pelayanan PBB P2, sebagai berikut :

Latar Belakang :

Bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah berdasarkan Undang —

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah dan digunakan bagi sebesar — besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya wujud

pengembalian dari-Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah pemberian pelayanan yang

sebaik — baiknya. Peru disadari bahwa pelayanan periu ditingkatkan seiring dengan :

a. Permintaan pelayanan atas hak dan kewajiban perpajakan daerah sejalan dengan
bertambahnya urusan perpajakan yang dilimpahkan menjadi pajak daerah ;

b. Koordinasi internal dan eksternal dalam menerima, memproses dan menyelesaikan
permohonan pelayanan yang semakin meningkat ;

C. Perlunya penyempurnaan penatausahaan dan pengawasan arus dokumen dalam
penyelesaian permohonan pelayanan kepada Waijib Pajak ;

d. Personil yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai, dan kebutuhan
sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan yang cepat dan tepat.

Melalui pelayanan yang baik dan pemberian kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajibannya akan menumbuhkan Citra Pemerintah Daerah di masyarakat.

Pengertian Umum :
1. Yang dimaksud dengan : '

a.

b.

Pelayanan PBB P2 adalah tata cara pemberian pelayanan PBB P2 pada tempat yang
telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak ;
Pelayanan Informasi adalah Kegiatan Pelayanan untuk memberikan informasi,
penjelasan dan penyelesaian urusan PBB P2 terhadap laporan/pengaduan/permohonan
dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung ;
Tempat Pelayanan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat atau tempat

lain yang ditunjuk, yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan urusan PBB P2
kepada Wajib Pajak.

2. Pelayanan PBB P2 meliputi :

a.

b.

Pendaftaran obyek pajak baru adalah pendaftaran obyek pajak PBB P2 yang belum
terdaftar ;

Mutasi obyek/subyek PBB P2 adalah perubahan data obyek/subyek PBB P2 yang
diakibatkan oleh jual beli, hibah, waris dan lain - lain :

Pembetulan SPPT/SKPD/STP adalsh proses penerbitan Keputusan Pembetulan
SPPT/SKPD/STP sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kesalahan kode Zona Nilai Tanah { ZNT ) dan/atau keliru dalam penerapan peraturan
perpajakan daerah ; ‘

Pembatalan SPPT/SKPD/STP adalah’ proses Keputusan pembatalan SPPT/SKPD/STP
sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STP yang tidak benar oleh karena
SPPT/SKPD/STP ganda, obyek pajak tidak ada, obyek/subyek pajak yang dinyatakan
batal demi hukum, ketetapan yang tidak benar, dan atau penetapan sebagai waijib
pajak atas suatu obyek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya ;
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Pembuatan salinan SPPT/SKPD/STP adalah proses penerbitan SPPT/SKPD/STP sebagai
pengganti SPPT/SKPD/STP yang rusak, hilang tidak/belum diterima Wajib Pajak ;
Keberatan atas penunjukan sebagai Waijib Pajak adalah ketidaksetujuan seseorang
dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak ;

Keberatan atas besarnya PBB P2 -terutang adalah ketidaksetujuan Waijib Pajak
ketetapan PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STP ;

Pengurangan atas besarnya pajak terutang adalah pemberian pengurangan
pembayaran atas permohonan Waijib Pajak terhadap ketetapan PBB P2 yang terutang;
Kompensasi adalah kelebihan pembayaran PBB P2 yang diperhitungkan dengan hutang
PBB P2 lainhya vang belum jatuh tempo atau atas pemintaan Wajlb Pajak untuk
diperhitungkan dengan ketetapan PBB P2 yang akan datang ;

Pengurangan denda administrasi adalah pemberian pengurangan pembayaran
terhadap denda administrasi atas permohonan Wajib Pajak ;

Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran adalah penentuan kembali
tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permintaan Wajib Pajak karena
keterfambatan diterimanya SPPT ;

Penundaan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP adalah penundaan kembali
tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permintaan Waijib Pajak karena
sebab - sebab tertentu ;

. Pemberian informasi adalah pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang

berhubungan dengan pelaksanaan PBB P2.

. Pokok — pokok Ketentuan :
a.

Pelayanan PBB P2 dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
dan pada UPTD Pendapatan Kecamatan ;

Petugas pelayanan terdiri dari staf Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat ;

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas Tempat Pelayanan dibawah Seksi Pelayanan dan
Konsuitasi ;

. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pelayanaﬁ harus melengkapi persyaratan

administrasi yang ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan yang diajukan.

Permohonan yang diterima hanya permohonan dengan persyaratan administrasi yang

lengkap. Kelengkapan persyaratan yang diajukan untuk setiap jenis pelayanan PBB P2

merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi ;

Penyelesaian permohonan pelayanan disesuaikan dengan urusan pelayanan yang

diajukan, sebagai berikut : ' :

1) Jenis pelayanan yang dapat diselesaikan langsung ;

2) Jenis pelayanan yang diselesaikan dengan terlebih dahulu memerlukan proses
pemeriksaan dan penelitian lapangan.

Pendelegasi;lm tugas dan wewenang untuk menyelesaikan urusan pelayanan serta

urusan administrasi lainnya seperti pengawasan dan penyusunan laporan, ditetapkan

oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat ;

. Penyelesaian setiap permohonan pelayanan PBB P2 diproses melalui Tempat

Pelayanan dan Seksi terkait berdasarkan pendelegasian tugas dan wewenang yang
diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat ;

. Semua berkas Wajib Pajak beserta hasil keluarannya baru dapat dipisahkan dan

didistribusikan setelah proses selesai ;
Segala bentuk pelayanan tidak dipungut biaya apapun.



III.

Pelaksanaan Pelayanan :
1. Petugas Tempat Pelayanan.
Petugas Tempat Pelayanan Dinas Pendapatan terdiri dari :

1.1,

a.

Seksi Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas :

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pada Tempat Pelayanan ;

2) Melakukan konsultasi dengan seksi teknis terkait ;

3) Mengawasi, memantau dan mengusahakan kelancaran penyelesaian urusan
PBB P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

4) Memeriksa dan menatausahakan berkas pemohon/Wajib Pajak dan
meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat
untuk mendapatkan tanda tangan ;

5) Menerima dan menatausahakan produk keluaran dari Kepala Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat atau untuk disampaikan kepada pemohon /
Wajib Pajak baik melalui pelayanan, pos serta kurir ;

Petugas Konsultasi mempunyai tugas :

1) Memberi Informasi yang berkaitan dengan pelayanan PBB P2 ;

2) Mengatur urutan Wajib Pajak dalam hal mendapatkan pelayanan pada
Tempat Pelayanan ;

3) Memberikan penjelasan tentang kelengkapan persyaratan yang diperiukan
dalam hal mengajukan permohonan pelayanan ;

4) Memberikan informasi lain yang diperiukan kepada Wajib Pajak.

Petugas Penerima berkas mempunyai tugas :

1) Menerima berkas dari Wajib Pajak dan meneliti kelengkapan persyaratan
yang harus dipenuhi Wajib Pajak dengan menggunakan formulir pelayanan;

2) Meneliti data Wajib Pajak ;

3) Memberi nomor berkas pelayanan ;

4) Merekam data Wajib Pajak dan Obyek Pajak ; -

5) Mencatat pada buku register pelayanan, membuat tanda terima berkas dan
menyampaikan kepada Wajib Pajak ;

6) Meneruskan berkas permohonan kepada petugas pemroses urusan atau

Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Pelayanan untuk mendapatkan
proses lebih lanjut,

Seksi Pengolahan Data dan Informasi :
1) Menerima dan meneliti berkas permohonan :
2) Memproses berkas Wajib Pajak dan mengkonfirmasikan dengan Basis Data:

3) Menyiapkan konsep hasit keluaran untuk diteruskan Kkepada Seks]
Intensifikasi dan Ekstensifikasi :

4) Meneruskan berkas Wajib Pajak kepada Seksi Pelayanan untuk di proses
lebih lanjut.

Pelaksana Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, mempunyai tugas :

1) Melakukan pemutakhiran data, membentuk dan memelihara basis data ;

2) Mencocokkan letak relatif-obyek pajak sesuai SPPT/SPOP dengan yang ada
pada basis data, peta blok dan/atau Peta ZNT dan/atau informasi dari
Wajib Pajak ; ;

3) Memutakhirkan Peta Blok dalam hal terjadi mutasi pemecahan /
penggabungan obyek pajak ;

4) Memberikan NOP dan penientuari ZNT atas obyek pajak baru sebagai akibat

adanya pemecahan dan/atau penggabungan obyek pajak dan/atau
pendaftaran obyek pajak baruy :



5} Menatausahakan dan menyimpan master Peta BloK, Peta ZNT dan Bundel
SPOP/LKPP ; _
6) Pencarian data Grafis pada komputer.

Petugas Penyampai hasil kelu?ran mempunyai tugas :

1) Menerima berkas Wajib Pajak beserta hasil keluaran yang telah selesai
diproses dan/atau ditandatangani cleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Langkat, sesuai dengan jenis pelayanan ;

2) Menyampaikan hasil keluaran kepada Wajib Pajak, meminta
menandatangani tanda terima struk hasil keluaran ;

Petugas Tempat Pelayanan UPTDf Pendapatan Kecamatan terdiri dari :
a. Kepala Seksi Pelayanan dan, Konsultasi pelayanan/Kepala UPTD Pendapatan

Kecamatan mempunyai tugas: :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pada Tempat Pelayanan ;

2. Melakukan konsuitasi denéan Bidang teknis terkait ;

3. Mengawasi, memantau dan mengusahakan kelancaran penyelesaian urusan
PBB P2 yang diajukan oleh Waijib Pajak ;

4. Memeriksa dan menatdusahakan berkas pemochon/Wajib Pajak dan
meneruskan kepada Seksi Pelayanan dan Konsultasi ;

5. Menerima dan menatausahakan berkas pemohon/Wajib Pajak dari Kepala
Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat untuk disampaikan kepada pemohon
/ Wajib Pajak melalui pelayanan, pos serta kurir :

. Petugas Konsultasi mempunyai tugas :

1. Memberi Informasi yang berkaitan dengan pelayanan PBB P2 ;

2. Mengatur urutan Wajib Pajak dalam hal mendapatkan pelayanan pada
Tempat Pelayanan ;

3. Memberikan penjelasan tentang kelengkapan persyaratan yang diperlukan
dalam hal mengajukan permohonan pelayanan.

4. Memberikan informasi lain yang diperiukan kepada Waijib Pajak.

Petugas Penerima berkas dan Penyampai hasil keluaran mempunyai tugas :

1. Menerima berkas dari Wajib Pajak dan meneliti kelengkapan persyaratan

yang harus dipenuhi Waijib Pajak dengan menggunakan formulir pelayanan;

Meneliti data Wajib Pajak ; '

Memberi nomor berkas pelayanan ;

Merekam data Wajib Pajak dan Obyek Pajak ;

Mencatat pada buku register peisyanan, MemMbUAL tanda terima berkas dan

menyampaikan kepada Wajib Pajak ;

Menyediakan berkas permohonan kepada Kepala UPTD untuk mendapatkan

proses lebih lanjut. - _ '

7. Menerima hasil keluaran yang telah selesai diproses dan/atau
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat, sesuai
dengan jenis pelayanan, mencatat dalam buku register;

8. Menyampaikan hasil keluaran  kepada Waijib Pajak, meminta
menandatangani tanda terima struk hasil keluaran ;
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2. Mekanisme Pe!ayanan di Dinas Pendapatan:
2.1. Pendaftaran Obyek Baru.
1)} Syarat:

1.1)
1.2)

1.3):"

Mengisi SPOP dengan jelas, lengkap dan ditandatangani ;
Melampirkan Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh
Kuasa ;

Bukti Pendukung lain yang perlu dilampirkan :

a) Identitas Wajib Pajak ( KTP, KK, SIM, Pa_:_;por, lainnya )

b) Bukti Surat Tanah ( Sertifikat, Akta Jual beli, lainnya ) ;

C) Bukti Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan
Lurah/ Ka. Desa dan bukti lainnya.

d} NPWPD bila WP memilikinya.

2) Prosedur dan Tata Kerja :

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

Penerima Berkas :

a) Menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;

b) Mencocokan data Wajib Pajak dengan Dasis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat ; '

¢} Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas pada buku register
dan komputer ;

) Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak :

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Seksi Pelayanan
untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

Seksi Pelayanan dan l{onsultasi :

a) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang ;

'b) Menerima berkas: Permohonan Wajib Pajak dari Kepala Dinas

Pendapatan Kabupaten Langkat melalui Kepala Bidang serta
menatausahakan berkas dan menyampaikan kepada Wajib Pajak
melalui tempat pelayanan, pos dan atau per Kurir ;

Seksi Pengolahan Data dan Informasi :
a) Menerima dan meneliti kebenaran berkas ;

- b) Meneliti dan mencocokan dengan basis data di komputer ;

€} Memberikan NOP, menentukan ZNT dan memutakhirkan peta blok ;

d) Membuat konsep Produk Hukum, meneruskan kepada Kepala Dinas
Pendapatan melalui Kg?pala Bidang ;

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi :

a) Melakukan penelitian lapangan ;

b) Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan ;
¢} Menatausahakan berkas ;

2.2.  Mutasi Obyek/Subyek Pajak.
1) Syarat:

1.1)
1.2)

13)

Permohonan tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya ;

Surat kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib
Pajak ; '

Mengisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani :



2.3.

1.4)  Bukti pendukung yang periu dilampirkan :
a) Identitas Wajib Pajak { KTP, KK, SIM, Paspor, lainnya ) ;
b) SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB Tahun berjalan ;
) Bukti Surat Tanah ( Sertipikat, Akta Jual beli, lainnya ) ;

2) Prosedur Kerja :
2.1) Penerima berkas :
"~ a) Menerima dan meleliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;

b) Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabu;iaten Langkat ;

¢) Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas pada buku register
dan komputer ;

e} Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak ;

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

2.2)  Seksi Pelayanan dan Konsultasi

a) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang ;

b) Menerima SK Mutasi dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Langkat melalui Kepala Bidang serta menatausahakan berkas dan
menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan, pos
dan atau per kurir ;

2.3)  Seksi Pengolahan Data dan Informasi :

a) Menerima dan meneliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ; : g

b) Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data grafis/peta
pada basis data PBB P2 ;

¢) Menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan memutakhirkan Peta Blok
dalam hal terjadin\f(a pemecahan dan penggabungan obyek pajak ;

d) Membuat Konsep K SK Mutasi, meneruskan kepada Kepala Dinas
Pendapatan melalui Kepala Bidang.

2.4)  Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

a) Melakukan penelitian [apangan dalam hal mutasi sebagian :
b) Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan :
) Menatausahakan berkas ;

Pembetulan SPPT/SKPD/STP
1) Syarat:
1.1) Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau Kuasanya H
1.2} Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa ;
1.3) Mengisi SPOP dengan jelas, lengkap dan ditandatangani, untuk
kesalahan Zona Nilai ‘Tanah (ZNT) dan kesalahan Nama Wajib Pajak
atau alamat obyek'(subyek pajak, sedangkan kesalahan yang

disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi
SPOP ; -
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1.4) Bukt Pendukung lain yang perlu dilampirkan :

a.

b.
C.
d.

Identitas Wajib Pajak { KTP, KK, SIM, Paspor, lainnya )}

Asli SPPT/SKPD/STP tahun bersangkutan ;

Bukti pelunasan PBB Tahun terakhir ;

Foto copy Surat Tanah ( Sertipikat, Akta Hibah, Akta Jual beli,
lainnya ) ;

2) Prosedur dan Tata Kerja :
2.1) Penerima berkas :

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;
Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat ;

Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas pada buku register
dan komputer ;

Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak ;

Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

2.2)  Seksi Pelayanan dan Konsultasi :

a)

b)

Menerima dan rmeneliti berkas, menatausahakan berkas da
meneruskan kepada Kepala Bidang ; '
Menerima SK Pembetulan dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Langkat melalui Kepala Bidang serta menatausahakan berkas dan
menyampaikan kepada Wajib Pajak melajui tempat pelayanan, pos
dan atau per kurir;

2.3)  Seksi Pengolahan Data dan Informasi :

a)

b)

Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data grafis/peta
pada basis data PBB P2 ;

Menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan memutakhirkan Peta Blok
dalam hal terjadinya pemecahan dan penggabungan obyek pajak ;

2.4)  Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi :

a)

b}

c)
d)

e)

Menerima dan meneliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Waijib
Pajak ;
Melakukan penelitian lapangan dalam hal mutasi sebagian ;

Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan :
Menatausahakan berkas ;

Membuat Konsep SK Pembetulan, meneruskan kepada Kepala
Dinas Pendapatan melalui Kepala Bidang.

Pembatalan SPPT/SKPD/STP.

1) Svarat :

1.1}  Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau Kuasanya :
1.2}  Surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada pihak lain ;
1.3} Aslt SPPT tahun yang bersangkutan ;

1.4)  Surat pengantar Lurah/Kepala Desa diketahui
secara kolektif. '

Camat untuk pengajuan
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2} Prosedur Kerja :

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

Penerima berkas :

a) Menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;

b) Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat ;

C) Mengisi data umum persyaratan pada formuiir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas pada buku register
dan komputer ;

e) Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak ;

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

Seksi Pelayanan dan Konsultasi :

a) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang;

b) Menerima SK Pembatalan dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Langkat, menatausahakan berkas dan menyampaikan kepada Wajib
Pajak melalui tempat pelayanan, pos dan atau per kurir ;

Seksi Pengolahan Data dan Informasi :

a) Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data grafis/peta
pada basis data PBB P2 ;

b) Menentukan ZNT, dan memutakhirkan Peta Blok dalam hal
terjadinya pemecahan dan penggabungan obyek pajak ;

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi : _

a) Menerima dan meneliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ;

b) Melakukan penelitian lapangan dalam hal mutasi sebagian ;

¢} Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan ;

d) Menatausahakan berkas ; :

€) Membuat Konsep SK Mutasi, meneruskan kepada Kepala Dinas
Pendapatan melalui Kepala Bidang.

Pembuatan Salinan SPPT/SKPD.

1) Syarat:
1.1}  Permochonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya ;
1.2)  Surat Kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain ;
1.3)  Folo copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Waijib Pajak:
1.4)  Foto copy SPPT/SKPD tahun sebelumnya ;
1.5)  Bukti pembayaran PBB Tahun terakhir.

2)

Prosedur Kerja :

2.1}

Penerima berkas :

a) Menerima dan meleliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;

b) Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat ;

c) Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas pada buku register
dan komputer ;

€) Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak :

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;



2.2}  Seksi Pelayanan dan K#Jnsultasi :
a) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepad@a Kepala Bidang;
b) Menerima SK Salinan dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Langkat, menatausahakan berkas dan menyampaikan kepada Wajib
Pajak melalul tempat pelayanan, pos dan atau per kurir ;

2.3)  Seksi Pengolahan Data: dan Informasi :
Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data grafis/peta
pada basis data PBB P2 ;

2.4)  Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikast :
a) Menerima dan meneliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ;
b} Menatausahakan berkas ;
c) Membuat Konsep SK Salinan, meneruskan kepada Kepala Dinas
Pendapatan melalhi Kepala Bidang.

2.6.  Keberatan atas Penunjukan sebagai Wajib Pajak.
1) Syarat:

1.1)  Pengajuan secara tertulis dari Wajib Pajak atau Kuasanya ;

1.2) Surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada pihak lain ;

1.3)  Asli SPPT tahun yang bersangkutan ;

1.4)  Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
a) Identitas Wajib Pajak ( KTP, KK, SIM, Paspor, lainnya )
b) Foto copy bukti pelunasan PBB Tahun terakhir ;
¢) Foto copy Surat Tanah ( Sertipikat, Akta Hibah, Akta Jual beli,

lainnya ) ;

2) Prosedur Kerja :
2.1} Penerima berkas :

a) Menerima dan mel;eliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;

b) Mencocokan data Waijib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat ;

€) Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas berkas pada buku
register dan komputer ;

€) Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak ;

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

2.2)  Seksi Pelayanan dan Konsultas :
a) Menerima dan rr:ieneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang;
b) Menerima SK Keberatan dari kepada Kepala Dinhas Pendapatan
Kabupaten Langka:t melalui Kepala Bidang, menatausahakan berkas

dan menyampaikan kepada Wajib Pajak melalul tempat pelayanan,
pos dan atau per kurir ;
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Seksi Pengolahan Datai dan Informasi :

a) Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data grafis/peta
pada basis data PBB P2 ;

b) Menyediakan data subyek PBB P2 ;

Seksi Intesifikasi dan Ekstensifikasi :

a) Menerima dan meheliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ; |

b) Melakukan penelitian lapangan dalam hal mutasi sebagian ;

¢) Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan ;

d) Menatausahakan berkas ;

e} Membuat Konsep SK Keberatan, meneruskan kepada Kepala Dinas

Pendapatan melalui Kepala Bidang.

2.7. Keberatan atas Pajak terutang.

1) Syarat:

1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

Pengajuan secara tertulis dari Waijib Pajak atau Kuasanya ;

Surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada pihak lain ;

Asli SPPT tahun vang bersangkutan ;

Bukti pendukung yang, perlu dilampirkan :

a) Identitas Wajib Pajak { KTP, KK, SIM, Paspor, lainnya )

b) Foto copy bukti pelunasan PBB Tahun terakhir ; _
¢) Foto copy Surat Tanah ( Sertipikat, Akta Hibah, Akta Juai beli,
lainnya ) ;

2) Prosedur Kerja :

2.1)

2.2)

2.3)

Penerima berkas :

a) Menerima dan melgliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;

b) Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat ;

¢) Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas berkas pada buku
register dan komputer ;

e) Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak ;

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi

Pelayanan dan Konsultasi Pelayanan untuk mendapatkan proses
tebih lanjut ;

Seksi Pelayanan dan Kbnsuitasi :

) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang;

b) Menerima SK Kebératan dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Langkat melalui .Kepala Bidang, menatausahakan berkas dan

menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan, pos
dan atau per kurir ;

Seksi Pengolahan Datg dan Informasi :

a) Meneliti dan mencocokkan data Waib Pafak dengan data graﬁs/péta
pada basis data PBB P2 ;

b} Menyediakan data obyek PBB P2 ;
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Seksf Intensifikasi dan 'Ekstensifikasi :

a) Menerima dan me!neliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ;

b} Melakukan penelitian lapangan dalam hal mutasi sebagian ;

€) Membuat Berita Acara Penclitian Lapangan ;

d) Menatausahakan berkas ;

e) Membuat Konsep;SK Keberatan, meneruskan kepada Kepala Dinas
Pendapatan melalli Kepala Bidang.

2.8.  Pengurangan atas Pajak Terutang.
1) Syarat: :

1.1}

1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau Kuasanya. Dalam hal
pengurangan akibat b:encana alam/hama tanaman/hal - hal lain yang
luar biasa dan bersifat massal, surat permochonan dapat diajukan oleh
Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat ;

Surat kuasa dalam halldikuasakan kepada pihak lain ;

Foto copy SPPT tahun !bersangkutan ;

Foto copy KTP, Kartu P';eluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
Bukti pembayaran PBB Tahun terakhir.

2) Prosedur Kerja :

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

Penerima berkas :

a) Menerima dan meleliti kelengkapan dan kebenaran berkas ;

b) Mencocokan data Waijib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabup:aten Langkat ;

c) Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas berkas pada buku
register dan komputer ;

e} Menyerahkan tand'p terima berkas kepada wajib pajak ;

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Scksi
Pelayanan dan Korfnsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

Seksi Pelayanan dan Konsultasi :

a) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang;

b) Menerima SK ﬂengurangan dari Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Langkat melalui Kepala Bidang, menatausahakan berkas

dan menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan,
pos dan atau per Kurk ;

Seksi Pengolahan Data dan Informasi *

a) Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data grafis/peta
pada basis data PBB P2 ;

b) Menyediakan data Subyek dan obyek PBB P2 ;

Seksi Intensifikasi daniEkstensiﬁkasi :

a) Menerima dan meneliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ; :

b) Melakukan penelitian lapangan dalam hai mutasi sebagian ;

¢) Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan ;

d) Menatausahakan berkas ;

e) Membuat Konsep SK Pengurangan, meneruskan kepada Kepala
Dinas Pendapatan mélalui Kepala Bidang.
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2.9, Pengurangan atas Denda Administrasi.
1} Syarat: :

1.1)

1.2)
1.3)

1.4)
1.5)

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau Kuasanya, yang
disertai alasan - alasan permchonan atas pengurangan denda
administrasi ; : _ .

Surat kuasa dalam haldikuasakan kepada pihak lain ;

Foto copy SPPT/SKPD/STP tahun bersangkutan ;

Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
Bukti pembayaran PBB Tahun terakhir.

2) Prosedur Kerja :

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

Penerima berkas :

a) Menerima dan meleliti kelengkapan dan kebenaran berkas ; -

b) Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat ;

¢) Mengisi data umurh persyaratan pada formulir pelayanan ;

d) Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas berkas pada buku
register dan komputer ;

e) Menyerahkan tanda terima berkas kepada waiib pajak ;

f) Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses febih lanjut ;

Seksi Pelayanan dan Konsultasi :

a) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang;

b) Menerima SK Pengurangan denda administrasi dari Kepala Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat melalui Kepala Bidang,
menatausahakan berkas dan menyampaikan kepada Wajib Pajak
melalui tempat pelayanan, pos dan atau per kurir ;-

Seksi Pengolahan Daté dan Informasi :
a) Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data
grafis/peta pada basis data PBB P2 ;

D) Menyediakan data Subyek dan obyek PBB P2 dan melaksanakan
pemutakhiran basis data dalam kaitan kompensasi ;

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi :

a) Menerima dan me:neliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ;

b) Melakukan penelitian lapangan dalam hal mutasi sebagian ;

€) Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan ;

d) Menatausahakan berkas ;

e) Membuat Konsep SK Pengurangan denda administrasi, meneruskan
kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui Kepala Bidang.

2.10. Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.
1) Syarat:

1.1)

1.2)

Permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak atau Kuasanya, yang

disertai permohonan; penentuan kembali tanggal jatuh tempo
pembayaran ;

Surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada pihak Jain ;
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1.3)  Asli SPPT tahun bersangkutan ;
1.4)  Bukti pembayaran PBB Tahun terakhir.

2} Prosedur Kerja :
2.1) Penerima berkas :

a)
b)

)
d)

e)
f

Menerima dan meleliti kelengkapan dan I‘<ebenaran berkas ;
Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabup%xtén Langkat ; _

Mengisi data umum persyaratan pada formulir pelayanan ;

Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas berkas pada buku
register dan kompliter ;

Menyerahkan tanda terima berkas kepada wajib pajak ;

Meneruskan berkafs dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

2.2)  Seksi Pelayanan dan Konsultasi :

a)

0)

Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang;

Menerima SK Pene’rntuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran
dari Kepala Dinas: Pendapatan Kabupaten Langkat melalui Kepala
Bidang, menatausahakan berkas dan menyampaikan kepada Wajib
Pajak melaltui tempjat pelayanan, pos dan atau per kurir ;

2.3)  Seksi Pengolahan Data% dan Informasi :
c} Meneliti dan mencocokkan data Wajb Pajak dengan data

grafis/peta pada 5asis data PBB P2 ;

d) Pemutakhiran dat{:: PBB P2 ;

2.4) Seksi Intensifikast dan;Ekstensiﬁkasi :

f

g)
h)
)
)]

Menerima dan meneliti kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ; .

Melakukan penelitian lapangan datam hal mutasi sebagian ;
Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan ;

Menatausahakan berkas ;

Membuat Konsep: SK' Penentuan kembali tanggal jatuh tempo

pembayaran, meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui
Kepala Bidang. -

2.11.  Penundaan tanggal Jatuh Tempo fPengembalian SPOP.

1} Syarat:

1.1} Permohonan secara tef’tulis dari Waijib Pajak atau Kuasanya ;
1.2)  Surat kuasa dalam hal %dikuasakan kepada pihak lain ;

1.3) Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajit Pajak;

2) Prosedur Kerja :
2.1) Penerima berkas :

a)
b)

<)
d)

Menerima dan melaliti kelengkapan dan kebenaran berkas :
Mencocokan data Wajib Pajak dengan basis data yang ada di Dinas
Pendapatan Kabupaten Langkat

Mengisi data umunfl persyaratan pada formulir pelayanan ;

Merekam tanggal dan nomor penerimaan berkas berkas pada buku
register dan komputer ;
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e) Menyerahkan tandé_\ terima berkas kepada wajib pajak ;
f} Meneruskan berkas dan formulir pelayanan kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan Konsultasi untuk mendapatkan proses lebih lanjut ;

2.2) Seksi Pelayanan dan Konsultasi :

a) Menerima dan meneliti berkas, menatausahakan berkas dan
meneruskan kepada Kepala Bidang;

b) Menerima SK :Penentuan kembali tanggal jatuh tempo

- pengembalian SPOP dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten
Langkat melalui Kepala Bidang, menatausahakan berkas dan
menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan, pos
dan atau per kurir?;

2.3) Seksi Intensifikasi dan |Eksten51f kasi :

a) Menerima dan menehtt kebenaran berkas yang diajukan oleh Wajib
Pajak ;

b} Melakukan penelman lapangan dalam hal mutasi sebagian ;

¢) Membuat Berita Acara Penelitian Lapangan ;

d) Menatausahakan berkas ;

e) Membuat Konsep SK Penentuan kembali tanggal jatuh tempo
pengembalian SPd)P, meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan
melalui Kepala Bidang.

2.12. Pemberian informasi terkait urusa;n PBB P2.

Informasi yang diberikan adalah iinformasi yang bersifat umum berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan PBB P2,

1)

2)

Informasi yang bersifat umum dapat diberikan kepada masyarkat secara lisan
dan tertulis ;

Informasi yang bersifat khusus adalah informasi yang berkaitan dengan obyek
pajak PBB P2 tertentu.

Syarat :

Informasi yang bersifat khusus hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang

dapat menunjukkan bukti adanya hubungan dengan obyek pajak vang
diperlukan informasinya. '

Prosedur Kerja :
2.1) Pemberi Informasi :
a) Memberi mformastlsecara lisan atas permintaan Wajib Pajak ;

b) Apabila tidak dapat memberikan informasi, konsuitasi dengan
Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi.

2.2)  Seksi Pelayanan dan Konsultasi : '
a) Memberikan petunjuk kepada Pemberi Informas:, dan apabila periu
membantu memberikan petunjuk kepada Waijib Pajak ;

b) Apabila tidak dapat memberikan informasi, melakukan konsultasi
dengan Bidang Telf.ms terkait.
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3. Mekanisme Pelayanan di UPTD :

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5,

Setiap permohonan pelayanan ql UPTD persyaratan yang harus dipenuhi oleh
pemohon sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan
pelayanan pada DINAS PENDAPATAN;

Prosedur Kerja di UPTD adalah ﬂenenmaan dan penelitian berkas dan pemberian
tanda terima berkas permohonan ;

UPTD meneruskan berkas permchonan pelayanan kepada Dinas Pendapatan untuk
mendapatkan proses lebih lanjut ;

UPTD menerima hasil keluaran pe‘rmohonan pelayanan dari Dinas Pendapatan;
UPTD menyampaikan hasil keluéran permohonan pelayanan kepada pemohon /
Waijib Pajak serta memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pemohon /

Wajib Pajak ; !



BAGAN ARUS PELAYANAN :
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Lampiran 2 ;

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat Nomor Tahun 2013
Tentang Standar Prosedur Pelaksanaan Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan Sekior Perdesaan dan
Perkotaan ( PBB P2 ) dalam SISMIOP

1. Pendaftaran obyek pajak baru ;
Petugas
Pelayanan . l .
, Kasi Saksi i
Wajib (P;Qrekr;;na Pelayanan Intensifikas! Pengolahan Bi dﬁpalfa'ss Sekretaris lD:eplnaa:;a
Pajsk | penyampai | ¢ Kepola sar Data dan 7 BPHTB Pendapatan
Ha UPTD)} | Ekstensifkasl | Infofmasi pa
Keluaran } |
Berkas . -Menerima 1. | - Memeriksa - Mela‘(ukan _” Memaraf Memaraf L Manandata
Permohonan| T berkas; berkas, pemutakdiica Konsep [ '] Konsep ngani
- Meneliti - Menala m Produk Produk produk
Kelengkapan| usahakan - | niuk Hukura Hulaum hukum
barkas: berkas - Malakukan basts data
- menedhitkan dakam penelitan 'r- Mernlbuat
Bukt register - memblat kansep
Penermaan - Menenska berita Berkas
Berkas: n lKepada acara, Permohonan - Menerhitk
- meneruskan || | Bidang - menata : an surat
Tanda kepada usahakan ' {ugas
Terima Koordinator batkas f penelitian
Barkas 4| Tempat i lapangan;
Pelayanan ,
- menenma
produk
hukum dari :
tlepala .
Dinas ;
Pendapatan :
- - Menatausah I
Menyampaikary akan Produk i
Produk hukum Hukum 1
kepada dalam buku i !
rhemoton/ 44 register -
Proguk | || Wai Paizk l| . Menyampaik ;
Hukum an produk i Produk
huian pet ! Hukum
Pos f Kurir '
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2. Mutasi obyek/subyek PBB P2 Seiuruhnya ; .

Petugas i
Petayanan . P
Wajib (Penerima Peis:;/ts:\an Seksi Petiﬁ:‘han Kepala Kepala Dinas
Pajak PeBerkas _ ( Kepala Interslﬂlaalgé" Datg dan ?Sang PEB Sekretaris Pendapatan
nyampal Ekstens! -1 . n BPHTB
Hasil UPTD ) Kom-:!ultam
Keluaran ) | C
Berkas - Menerima - Memeriksa - Melakukan Memaraf Mamaraf Menandata
Pemchonani P} berkas; berkas, pemytakhir [ Konsep SK [ Konsep SK -1 ngant SK
- Meneliti - Menatausa an dgla Mutasi Mutasi Mutasi
Kelengkapa hakan - bentuk
n berkas; berkas basis data
- menerbiikan dalam - Membuat
Bukti berkas ; konsep
Penetimaan || - Meneruska prodﬁ}k
Berkas; n Kepada hukum
- meneruskan Bidang !
kepada !
Koordinator
Tempat
Pelayanan
- manenma
SK Mutasi
dad
Kepala
Dinas
Pandapat
an i
- Menataus j 3
ahakan :
miohon SK Mutasi
SK Mutasi | | | Wajtb Pajak dalam SK Mutasi
regisier
Menyamp
aikan SK
Mutasi per
Pas { Kurir




3. Mutasi obyek/subyek PBB P2 Sebagian ;

Petugas .
Pelayznan .
. Seksi Goksi Seksi
Wajib égﬁ“;:;“; Pelayanan | Intensifikasl | Pengglahan | o dl a:BPngal:BB Sekretaris | KEPAla Dinas
Pajak Penyampal { Kepala dan Data dan dan BPHTB Pendapatan
ot UPTD) | Exstensifkasl | Informasi
Keluaran ) ?
- Menerima - Memariksa : Memaraf Memaraf Menandata
berkas; berkas, Konsep SK [P Konsep SK ’K?uagSK
- Menelig - Menatausa P Mutasl Mutast 8i
Kelengkapan(j { hakan - Melakukan
bslemang; berkas peneliian
-menerhian | | dalam - membuat .
Buki register berita
Penerimaan || |- M;{mﬁeruia arrﬁnrgia : - Menerbitk
Berkas; n_ pa - : an surat
- menefuskan Bidang usahiakan i tugas
kepada berkas i panektisn
Koordinator : lapang;
Tempat !
Pelayanan
- MENedima '
SK Mutasi ;
dani :
Kepala
Dinas
Pandapat
an
- Menataus
ahakan v
SK Mutasi
dalam
register
- Menyamp SK Mutasi
‘gikan
produk
hukun per

Pas / Kurir




4. Pembetulan SPPT/SKPD/STPD ;

Petugas )
Pelayanan \ )

. (Penetima Seksi vekd Seksi Kepala )
Wajib Pelayanan Intensifikasi Pengolahan - Kepala Dinas
Pajak Egnrkas mdaril { Kepala dan Data dan g‘:aré%:.?g Pendapatan

o | UPTD) | Elstensfisl | Infofmasi n
Keluaran ) )
- Menerima l"-Merrlen'ba_h-Melakukan o  Memaraf Menandata
berkas: berkas, paneltian "1 Konsep SK | ngani SK
- Meneli - - Menatausa | | | - menata . Pembetutan Pembetulan
Kelengkapar{| | hakan usahakan i
berkas: berkas berkas - Melakukan
- menerbitkan || | dalam -Membuat [T pemistakhir
Bukii register Konsep SK an tfiala
Penerimaan || |- Menenuska Pembetila - membentuk
Berkas; n Kepada n basis data
- menefuskan Bidang
kepada
Koordinator
Tempat
Pelayanan :
- menerma
produk
hukum
dari
Kepala
Dinas
Fandapal :
an :
Menya;npaik - Menataus ;
an SK ahakan ;
Pembetulan SK
kepada Pembetul h 4
Pemahon / an dalam
Wajib Pajak registar
- Menyamp SK
aikan SK Pembefulan
Pembetul
an per
Pos / Kurir
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5. Pembatalan SPPT/SKPD/STPD ;

Petugas
Pelayanan _
) {Informas, Sekst Seks| Seksi Keoala
Waijib Penerima Pelayanan Intengifikast Pengolahan Bida paPBB Kepala Dinas
Pajak Berkas dan ( Kepala dan Data dan ng Pendapatan Bupati
Penyampai UPTD ) Ekstensifikasi | [nformasi & BPHTB
Hasil '
Keluaran )
- Menerima - Memeriksa - Memarap Menandata
bekas, || berkas, el Konsep  |-Im| ngani 8K
- Meneliti - Menatausa 8K Pembatalan
Kelengkapan{| | hakan Pembatal
berkas; berkas an,
- menerbitkan dalam - I':;nenrna v
Bukti register
Penerimaan || |- MeKllam;aka ::rgﬁtal | o«
Berkas, n Kepa =
- menemnskan Bidang Bupati Pembatalan
kepada
Kocrdinator
Tempat :
Pelayanan ;
- menerima
produk
hukurm
dari
Kepala
Dinas
Pendapat
an |
- Menataus ;
ahakan '
SK . ¥
Pembatal :
an dalam )
register i
- Menyamp ; be 8K
aikan SK g mbatalan
Pembatal :
an per i
Pos f Kurir ;




6. Pembuatan Salinan SPPT/SKPD/STPD ;

Petugas
Pelayanan
{Informasi, Seksi Saks) 1 Kepala
Wajib Penerima Pelayanan Intensifikasl Pengolahan - . la Dinas
Paisk | Berkasdan | (Kepala dan Dagt;ﬂdan Bidang PBB | Sekretaris ‘endapatan
Penyampai | UPTD) | Ekstensfiasi | informasi | /
Hasit !
Keluaran ) i
Berias || | -Menerima ||| - Mameriksa | L} - Melakukan || Memarat Mesnaraf Menandata
Peamohonan| '] berkas; berkas, peneltian Konsep Konsep ngani
1 - Meneliti - Menatausa - menata ! Salinan f SK Sainan / SK Safinan /
Kelengkaparf| | bhakan usahakan . Ketetapan Ketetapan K
berkas; berias berkas -Menjediak || {egB PEB Katapan
- menestitkan | | dalam -Membuat [T andala PBB
Bukli register Konsep Subyek dan
Penerimaan i |- Meneruska Salinan Obygk PBB
: n Kepada SPPT, P2
- meneruskan Bldang SKPD dan
Tanda kepada STPD
Terima Koordinator {Unuk
Berkas [ 41 Tempat Ketstapan
Pelayanan PBB
sebelum Th ;
2012 dibuat :
Skt |
Ketetapan .
PBB)
- menefima
produk
hukutn
dan
Kepala
Dinas
Pendapat
an
- Menataus
ahakan
Menyampaik Salinan /
anSatran/ } | | SK
SK Keictapan f \
Keletapan PBB; i
- PBB kepada [4— - Menyamp
Satinan / SK{ | | Pemotion / dkan : Safinan  SK
Kettapan || | WajioPajk | | | Solien i Ketelapan
PBB Ketetzpan ! Pag
PBE per
Pas f Kurir




2!

7. Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak ;

Petugas
Pelayanan |
{Informasi, Seisl Seksi Seksi Kepata
Waijib Penerima Pelayanan Intensifikasi Pengglahan Bidang PBB Kepala Dinas Bupati
Pajak Berkas dan { Kepala dan Data dan / Brl;gH'lB Pendapatan
Penyampai UPTD) Ekstensifikasi Informasi
Hasil i
Keluaran ) I
Berkas - Menerima |1 - Memeriksa [ L1 - Melakukan ! Memaraf | [ |- Memaraf Menandata
Permohenan barkas; berkas, peneiitian ) Konsep SK ™ Konsep ™) ngani SK
- Menelit - Menatausa i | | - menata i Keberatan SK Kebemtan
Kelengkapan hakan usahakan — - Menerusk
berkas; berkas berkas - Menyediak an kepada
- menerbitkan]| | dalam - Membuat an daa Bupat; v
Buki register Konsep 5K Subﬁek - Mengsima
Penerimaan || | - Meneruska Keberatan PBBIF2 SK
Berkas; n Kepada ! Kebesatan [%7  SK
- meneruskan || | Bidang [ dari Keberatan
Tanda kepada i Bupati
Tesima Koordinator
Beras |41 Tempat
Pelayanan
|
- produk
hukum
dar
Kepala
Dinas , \
Pendapat :
an !
Manya ik - Menataus .
an Sanan ;I%akan
Ezberalan Keberatan
kepada  [4 daem 5
SK Pemohon / register ; ;
Keberatan || { Wajib Pajak | | | - Menyamp : K
aikan SK § Keberatan
Keberatan ;
per Pes f '
Kugr '




8. Keberatan atas besarnya PBB P2 terutang ;

Petugas
Pelayanan
{Informasi, Seksi Sakel ksi
Waijib Penerima Petayanan Intensifikasi Penqolahan Bi Kepala KEPALA .
: idang PBB DINAS Bupati
Pajak Berkas dan { Kepala dan Data dan / BPHTB PENDAPATAN
Penyampai UPTD ) Ekstensifikasi Informasi
Hasil i
Keluaran ) ;
Berkas - Menerima U' - Memeriksa {w - Mefzkukan I Memaraf _L - Memaraf _l Menandata
Permohonan| T barkas; barkas, penelitan ! | Konsep 8K Konsep ngani SK
- Menelil - Menatausa - menala Keberatan SK Keberatan
Kelengkapani] | hakan usahakan — - Menenusk
berkas; berkas berkas - Menyediak an kepada
- menerhitkan dalam - Membuat andata Bupati; "
Bukt register Konsep SK Obyek PBS - Menerima
Penerimaan || §- Menenuska Keberatan Pz SK
Berkas; n Kepada i Keberatan [€] SK
- meneruskan Bidang ! dari Keberatan
Tanda kepada Bupati
Terima Kootdinator ; :
Berkas |g4l Tempat i
Pelayanan :
- Mmenenma
produk
hukum
dari
Kepala i
Dinas i
Pendapat \
an I
Menyampaik | | |- Menataus :
an Salinan / ahakan |
8K SK |
Keberatan Keberatan i F
- kepada ] dalgm :
SK Pemahon / ﬁgﬁf SK
K jib Paj - Menyamp
ebaratan Wajib Pajak ailan SK Keberatan
Keberatan
per Pos f
Kurie :




Pengurangan atas pajak terutang ; |
Petugas |
Pelayanan |
{Informasi, Seksi Saksi i
Wajib Penerima | Pelayanan | Intensitiasi Pensgﬁ:han Kepala . KEPALA .
; I Bidang PBB Sekretaris DINAS Bupati
Pajak Berkas dan { Kepala dan Data dan / BPHYB PENDAPATAN
Penyampai UpPTD ) Ekstensifikas! Info'rmasl
Hasi} |
Keluaran ) |
Berkas -Menerma |1} - Memeriksa (- - Melakukan }’ Memaraf 1 Mamaraf _L - Memaraf Menandatang
Permohonan berkas: berkas, penelitian Kansep SK Konsep SK Konsep | 4| aniSK
- Menelit - Menatausa - Membuat Pengurangan | | [ Pengurangan 8K Pengurangan
Kelengkap hakan Berita T Keheratan
berkas: berkas Acara |~ Menyediak - Manandat
- menerbitkan dalam Penelitian an gata angani 5K »
Buls fegister - menala Subyek dan Keberatan
Penerimaan || | - Meneruska usahakan Gbyek PEB - Menerusk P
Berkas: n Kgpada berkas P2 an kepada SK
~meneruskan|| | Bidang - Membuat i  Meneik Bupati; Pengurangan
Tanda Xepada Konsep SK : - Menarima
Terima Koordinator Pengurang ;’;xm SK
Berkas || Tempat an peneitian ?ebaratan
Pelayanan . an
lay lapang; Bupati
- menerima l
produk
hudum g
dar |
Kepala !
Dinas :
Pendapat I
an )
Menyampaik| | | rrmala? Aus |
an Salinan f SK :
SK
Penguran ¥
pa amfip ;
s Pemoon/ | | ]_185er : K
Pengurangaq Wajib Pajak aikan SK Pengurangan
Penguran '
gan per
Pos f Kurir
|
|
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10. Pengurangan Denda Administras ;

Petugas
Pelayanan ‘
' Seksi Seksi Seksi
Wajit Penerima | Pelayanan | Intensfikesi | Pengplahan Kepala Kepaia
; Bidang PBB DINAS Bupat
Pajak Berkas dan { Kepala dan Pata dan / RPHTR PENDAPATAN
Penyampai UPTD) Ekstensifkas! Informasi
Hasil :
Keluaran ) i
-Memerksa | | |- Melakukan | Memaraf - Memaraf _l Menandatang
T berkas, penefitian l Kansep 8K { T SK ani 8K
- Menatausa | | |- menata i Penguranga Pengurang Pengurangan
hakan usahakan — n deida andenda
berkas berias - lak administrasi administras
datam - Membuat andata i; .
register Kansap SK Subyek - Menemuska
- Meneniska Pengurang PEB P2 nkepada gt
n Kepada an denda - Menyediak Bupati; SK
Bidang administrds andata - Menedima Pengurangan
i Ketetapan 8K
: Pengurang
: an denda
+ | administras
i | dari
X Bupai
- menerima i
produk :
hukum
dan
Kepala
Dinas :
Pendapat ;
an )
Menyampaik | | | - Menataus
an Safinan / ahakan
8K SK :
Penguranaan Penguran :
d::,‘gaﬁ“g gan denda !
administrasi adminsira i v
kenada 8l .
8K Pemohon | - Menyamp
Penguranga| | | Wajib Pajak aikan SK ; 5K
n denda Penguran : Pengurangan
administras gan denda . denda
administra : administrast
i per Pos f
I Kurir i
|
|
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11. Penentuan Kembali Tanggal /saat jatuh tempo |

vembayaran ;

Petugas !
Pelayanan i .
{Informasi, Seksi Seks! 2Ks) Kepaia Kepala
Waiib Penerima | Pelayanan | Intensifkasi Penzilahan i~ . DINAS
Pajsk | Berkesdan | ({ Kepala dan Dty dan | PG PBB | Sehretaris | peypapara
Peryampai | UPTD) | Ekstensifikasi | [nformasi | / SPVID N
Hasil '
Keluaran )
- Memeriksa | | | - Melakukan Memasaf Menandata
herkas, penelitian Konsep SK ngani S
- Menatausa | | | - menata : Penantuan Penentuan
hakan usahakan i kembali kembafi
perkas berkas - Pemutakhir || | tanggalisaat tanggalisaat
dalam - Membuat an data jatith tompo fauh tempo
register Konsep SK pembayara | | i pembayaran pembayara
- Menernska Peneniuan n PREP2 n
n Kepada kembali i
Bidang tanggalisaa ;
tiatuh ;
fempo i
pembayara i
n :
- Mensrima
produk ;
hukum )
darl .
Kepala !
Dinas
Pendapat '
an .
- Menataus ;
ahakan :
SK
Menyampaik Penentua ?
an Safinan / n kembali !
8K fanggal
Penentuan jatuh
kembali tempo
tanggalisaat pembayar :
jatuh tempo an ;
SK pembayaran | | | - Menyamp | ¥
Penentuan kepada aikan SK ' SK
kembali Pemobon { Penantug Perentuan
tanggalisaatf [ | Wajib Pajak n kembafi kembal
jatuh tempo gl tanggalisaat
pembayaran ?erlnag jatuh fampa
permbayar pambayaran
an per
Pos / Kurir




12. Penentuan Kemnbali Tanggal /saat jatuh tempo fpengembalian SPOP ;

Petugas

Pelayanan :

{Informasi, Seksi Saksi Seksi Kepala Kepala
Waiib Penerima Pelayanan Tntensifikasi Pengotahan Bida paPBB Sekretaris DINAS
Pajak Berkas dan { Kepala dan Data dan / B:?-iTB PENDAPATA

Penyampai UPTD ) Ekstensifikas] Informasi N

Hasil :
Keluaran }
- Memeriksa Menandata
barkas, | npani SK
- Menata Penentl_.lan
usahakan kesmbali
berkas hnggal.’saat
dalam jatun tempo
register ; pengembal
- Meneruska anSPOP R
n Kepada
Bidang
- menetima :
produk ;
hukum :
dani :
Kepala i
Dinas '
Pendapat ,
an :
- Menataus :
Menyampaik grll(akan :
an Satinan f Penantua :
SK n kembal !
Penentuan tanggal |
kembali jatuh i
tanggal/saat ternpo '
jatuh :empq pengamba
pe"gembaila lian SPOP
n SPOP - Menyamp
kepada aikan SK
Pamohon Perentua
tanggalisa i
at jatuh i
fempa '
pengemba !
lian SPOP :
per Pos / '
Kurir :
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13. Pemberian Informasi Terkait Urusan PBBP2; |

Waijib
Pajak

Petugas
Pelayanan
(Informasi}

Seksi
Pelayanan
{ Kepala
UPTD }

Seksl
Intensifikas!
dan
Ehkstensifikasi

i
Pl ahan
Data dan
Informasi

Kepala
Bidang PBR
/ BPHTB

Selaetaris

Kepala
DINAS
PENDAPATA

N

Masyarakat /
Wajib Pajak

- Menerima
pemintaan
Informas
dan
masyarakat
1 Waijib
Pajak

- Memberika
n Informasi

- Terkait

pelayanan
PBEB P2 ;

- Menyediak
an leafiet
dan brosur

4 - Memberika

n
pelayanan
via
Tedephon {
Call
Centar);

- Mengkoordi
nasikan
Pemberian
Infomasi
fentang
PBB P2

Menyediakan
data
ketetapan,
tagihan dan
{unggakan
PBB P2

Menjediakan
datalSubyek.
Obygk PBB
P2 dan data

Spagial

Menyerdiakan,
Pasilitas Call
Cantre




V.
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1

!

FORMULIR PELAYANAN ’
Formulir Pelayanan Wajib Pajak digunakarJ untuk mengakomodasi permohonan pelayanan

Waijib Pajak yang berkaitan dengan administrasi PBB P2 untuk jenis pelayanan tertentu.
Formulir Pelayanan Waijib Pajak berfungsi se| agai :

1. Tanda terima permohonan pelayanan daﬁ Wajib Pajak berikut berkas pendukungnya ;

2. Lembar kerja yang digunakan oleh Petygas Tempat Pelayanan dan atau Bidang Teknis
terkait yang selanjutnya digunakan 013‘: Seksi yang menangani pengolahan data dan
informasi untuk mengubah informasi pada basis data PBB P2 dan memproduksi hasii

keluaran sesuai dengan jenis pelayanan i
3, Sarana untuk melayani permohonan V\}ajib Pajak yang datang langsung pada Tempat

Pelayanan dan atau melalui surat ; i

Dalam hal penyelesaian permohonan pelayanan, petugas pemroses urusan mengisi halaman
ke dua formulir dan meminta tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi selanjutnya

diteruskan pemrosesannya. !

|
A. Pengisian Formulir Pelayanan Wajib Pajak.
1) Nomor Pelayanan : |
Pemberian nomor pelayanan dilakukan oleh Penerima Berkas pada saat menerima
permohonan pelayanan dengan struktur :

00.0000.000 |
00 pertama = tahun berjalan |
0000 kedua = nomor bundel !
000 terakhir = nomor formulir dalam bundel

Jumlah formulir dalam satu bunde!| ditentukan 200 lembar. Apabila jumlah formulir
sudah mencapai 200 lembar maka homor bundel ditambah satu dan nomor formulir
ditambah satu. 5

2) Tanggal penerimaan berkas. _
Diisi tanggal, pada saat Wajib Pajak lfneminta pelayanan / menyerahkan berkas.

3) Perkiraan tanggal selesai. ;
Informasi mngenai wakiu penyelesaian sangat penting dalam rangka memberikan
kepastian pelayanan kepada Waijib ngak.

' |
4} Jenis Pelayanan. |

Dii.si dengan tanda { v } pada digit STSUE“ dengan jenis pelayanan yang dimohon wajib
pajak. Satu formulir hanya dapat digunakan satu jenis pelayanan.

5) Nomor Obyek Pajak { NOP )
Pengisian NOP harus dikonfirmasikan dengan petugas teknis agar tepat dan pasti.

6) Nama Wajib Pajak. .

Namaf Wajilz Pajzik har‘us sesuai den(_'cjan basis data PBB P2 dan/atau KTP Waijib Paj-ak.
Apabila Waijib Pajak minta perubahaﬁ pada Subyek maka dilakukan melalui SPOP.

7) Letak Obyek Pajak

Letak obyek pajak sebagai controll terhadap NOP yang tercantum dalam formulir
permohonan. perubahan pada OhyekT maka dilakukan melalui SPOP.

8) Keterangan. -
Merupakan kendali petugas dalam mélakukan pelayanan,
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9) Dokumen dilampirkan. ‘ .
Dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajek sebagai persyaratan permononan

pelayanan. Petugas Pelayanan mern:berikan tanda ( v ) dokumen yang dilampirkan
serta menghindari adanya coretan yang tidak tepat pada daftar isian penyerahan

dokumen.

10) Catatan. raia
Disediakan untuk menampung informasi adanya dokumen tambahan yang disera n

atau informasi lain yang dianggap periu.

11) Nomor Pelayanan.
Diisi yang sesuai.

12) Tangagal.
Diisi yang sesuai.

13) Prakiraan tanggal selesai.
Diisi yang sesual.

14} Petugas Penerima Berkas. . _
Membubuhkan Tanda tangan, Nama fengkap, NIP pada kolom yang tersedia.

15) Urusan.
Diisi dengan jenis pelayanan yang diminta.

16) Catatan.
Disediakan untuk member catatan keterangan antara lain apabila salah satu atau
* beberapa persyaratan yang diperlukan belum dapat dilampirkan.

17) Nomor Obyek Pajak (' NOP )

Diist sesual dengan yang tercantum pada angka 5 dalam rangka validasi agar operator
komputer dapat memasukkan data dengan benar.

18) Jumlah SPOP/LKPP.

Untuk jenis pelayanan tertentu dilengkapi dengan SPOP/LKPP yang digunakan untuk
perekaman pada basis data,

19) Nomor Permohonan. _
Sesuai dengan nomor surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak, bila ada.

20) Nomor Berita Acara Penelitian.
Diist dengan Nomor Berita Acara Penelitian.

21) Permohonan disetujui.

2.13.  Apabila permohonan disetujui maka harus diberi tanda (v) pada jawaban Ya ;
2.14. Apabila permohonan tidak disetujui maka harus diberi tanda ( v) pada jawaban
Tidak : ’ :

2.15, Apabila permohonan tidak disetujui, maka kolom 22 sampai dengan 36 tidak
perlu diisi : .

2.16, Kolom 22 sampai dengan 26 hanya diisi untuk permohonan pengurangan
ketetapan PBB P2 ; '

2.17. Kolom 35 dan 36 hanya diisi bila terjadi perpindahan Tempat Pembayaran ;
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22} Untuk Tahun Pajak.
Diisi dengan Tahun Pajak apabila pengurangan PBB P2 akan diberikan.

23) Pengurangan Atas Denda Administrasi.
a. Ya:maka perhitungan pengurangan hanya diberikan terhadap denda administrasi
yang seharusnya dibebankan pada Wajib Pajak ;
b. Tidak : maka pengurangan dilakukan terhadap jumlah PBB P2 yang harus dibayar,
yaitu pokok pajak dan denda administrasi ;

24) Besar Pengurangan.
Diisi yang sesuai

25) Pengurangan Tetap
a. Ya . pengurangan akan dlberlkan untuk penerbitan SPPT tahun - tahun
berikutnya ;
b. Tidak : Pengurangan hanya diberikan pada tahun pajak yang dimohonkan dalam
SPPT.

26) Pokok Ketetapan PBB P2.
a. Diisi dengan pokok ketetapan tahun pajak yang bersangkutan ;
b. Apabila ketetapan tidak sesuai dengan basis data, maka proses penyelesaian tidak
dapat dilanjutkan ;
C. Angka 27 sampai dengan 30 apabila jenis pelayanan yang diminta oleh Wajib
Pajak adalah permohonan restitusi atau kompensasi ;

27} Untuk / dari Tahun Pajak. _
a. “Dari Tahun Pajak * yang bersangkutan, untuk jenis pelayanan restitusi ;

b. “Untuk Tahun Pajak” kapan kompensasi akan diberikan, untuk jenis pelayanan
kompensasi.

28) Terbit Tagihan Tahun Pajak.
Diisi Tahun Pajak Penerbitan SPPT.

29) Batal Tagihan Tahun Pajak.
Diisi Tahun Pajak untuk SPPT/SKPD yang akan dibatalkan.

30) Jenis.

a. Diisi dengan jenis hasil keluaran ;
b. Jika dibiarkan kosong maka hasil keluarannya adalah SPPT ;

31} Jatuh Tempo ( 00/00/00 ). :
a. Diisi dengan tanggal, bulan dan Tahun jatuh tempo ;
b. Jika dibiarkan kosong, maka jatuh tempo pada tangaal, 31 Desember.

32} Tempat Pembayaran.
a. Diisi dengan Tempat Pembayaran ;

b. Jika terdapat perubahan Tempat Pembayaran, maka harus dlgantr dengan Tempat
Pembayaran yang diinginkan.

33) Kode Tempat Pembayaran.

Diisi dengan kode Tempat Pembayaran yang sesuai dengan Tempat Pembayaran yang
tercantum pada angka 35.
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34) Tanggal.
Diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan oleh Pejabat berwenang.

35) Tanda Tangan Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Pelayanan/Kepala Bidang Teknis
Terkait.
Ditandatangani oleh Pejabat berwenang sesuai dengan jenis pelayanan yang diminta
oleh Wajib Pajak.

36) Tanda tangan Kepala Seksi yang menangani Pengolah Data Informasi.
a. Ditandatangani oleh Kepala Bidang yang menangani Pengolah Data Informasi ;
b. Petugas Seksi yang menagani Pengolah Data Informasi tidak mengubah basis data
tanpa sepengetahuan Kepala Bidang;

37) NIP Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Pelayanan/Kepala Seksi Teknis Terkait.
Diisi NIP Pejabat yang berwenang.

38) NIP Kepala Bidang.
Diisi NIP Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

39) Dokumen Diserahkan.

Beri tanda ( v ) pada kotak yang sesuai dengan hasil keluaran yang diserahkan kepada
Wajib Pajak.

40) Tanggal Penyerahan.
Diisi dengan tanggal hasil keluaran yang diserahkan kepada Wajib Pajak.

41) Waijib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya pada saat penyerahan hasil keluaran,

serta nama jelas yang besangkutan.
BUPATI LANGKAT,
5
H. N ESA SITEPU
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